PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
Tahun 2019.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018
tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARAWANG TAHUN 2019.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Pengawasan adalah adalah rencana
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal
pelaksanaan pengawasan.

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berjalan secara efektif, efisien dan terukur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.

Pasal 2



Kebijakan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
Tahun 2019 mengatur :

a. kegiatan;
b. sasaran;
c. fokus; dan

d. jadwal pelaksanaan serta tindak lanjut.

Pasal 3

Kebijakan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP
bekerja mencegah korupsi.

Pasal 4

(1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b
dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati
mengenai Rencana  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Pasal 5

Pelaksanaan  kebijakan  pengawasan  penyelenggaraan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah dan
pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karawang.

Pasal 7

Kepala perangkat daerah dan kepala desa wajib
melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019 bersumber
pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;



c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karawang; dan

d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018
(Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 84),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada
tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 93



